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Menimbang

Mengingat

. a.

D1

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi, dan
efektivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pidie, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang Dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

bahwa Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 19
Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan
Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pidie dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan dan regulasi pengadaan barang
dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Pidie;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 19
Tahun 2022 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan
Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pidie;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah  dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20016 Nomor 251
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



5.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1541);



Menetapkan:

4.

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511);

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PIDIE NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK
PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Pasal |

Ketentuan Pasal 7 huruf b dan huruf c¢ diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-
officio oleh Inspektur Kabupaten Pidie;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan
Kesejahteraan Rakyat merangkap anggota; dan

c. 5 (lima) orang anggota, yang terdiri atas:

1. Asisten Administrasi Umum;

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pidie;

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pidie;

4. Inspektur Pembantu;

5. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan. /



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : /S' Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

"WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal . /5~Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 35



